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Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan

dewicandraningrum@jurnalperempuan.com

Menurut Council of Foreign Relations, 
Indonesia merupakan salah satu dari 
sepuluh negara di dunia dengan angka 

absolut tertinggi pengantin anak. Indonesia adalah 
yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. 
Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di 
Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 
tahun. Di dunia setidaknya ada 142 juta anak 
perempuan akan menikah sebelum dewasa dalam 
satu dekade ini saja (CFR 2015). Di Indonesia anak 
perempuan merupakan korban paling rentan dari 
pernikahan anak, dengan prevalensi: 1. Anak 
perempuan dari daerah perdesaan mengalami 
kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah 
dibanding dari daerah perkotaan. 2. Pengantin anak 
yang paling mungkin berasal dari keluarga miskin. 3. 
Anak perempuan yang kurang berpendidikan dan 
drop-out dari sekolahan umumnya lebih rentan 
menjadi pengantin anak daripada yang bersekolah. 
Akan tetapi saat ini UNICEF melaporkan bahwa 
prevalensi ini bergeser terutama di daerah perkotaan: 
pada tahun 2014 25% perempuan berusia 20-24 
menikah di bawah usia 18. Data Susenas 2012 
menunjukkan sekitar 11,13% anak perempuan 
menikah pada usia 10-15 tahun, dan sekitar 32,10% 
pada usia 16-18 tahun. Praktek perkawinan anak ini 
juga menyumbang terhadap tingginya Angka 
Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yang mencapai 
359/100.000 kelahiran hidup dan 48 per 1.000 
kelahiran untuk jumlah kelahiran di usia 15-19 tahun 
(SDKI, 2012). Ini adalah realitas mengejutkan bagi 
banyak feminis dan pendukung hak asasi manusia 
bahwa hak anak telah banyak diciderai. Pemahaman 
pemangku kepentingan atas pengertian dan definisi 
anak mengalami distorsi dengan adanya kenyataan 
ini.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menarasikan 

Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan 
anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan. Anak memiliki hak yang harus 
dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, 
keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. 
Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, 
hak-hak anak meliputi: 1) hak untuk bermain; 2) hak 
untuk mendapatkan pendidikan; 3) hak untuk 
mendapatkan perlindungan; 4) hak untuk 
mendapatkan nama (identitas); 5) hak untuk 
mendapatkan status kebangsaan; 6) hak untuk 
mendapatkan makanan; 7) hak untuk mendapatkan 
akses kesehatan; 8) hak untuk mendapatkan rekreasi; 
9) hak untuk mendapatkan kesamaan; 10) hak untuk 
memiliki peran dalam pembangunan. 

Dalam Kompas “Media, Hukum dan Kecerdasan 
Nurani” 28 Juli 2015, guru besar hukum Univ 
Indonesia, Sulistyowati Irianto menyayangkan 
bahwa putusan MK terkait perkawinan anak semakin 
memperparah angka korban anak-anak perempuan. 
Menurut Irianto putusan MK No 18/6/2015 
membawa implikasi legalisasi perkawinan anak di 
tengah seruan dunia #EndChildMarriage. Selanjutnya 
ia memaparkan bahwa putusan MK ini menunjukkan 
beberapa hal: 1. gagalnya Indonesia dalam melakukan 
pembangunan sosial yang diperlukan ketika 
pertumbuhan ekonomi tidak berkorelasi terhadap 
kesejahteraan. Terbukti ekonomi Indonesia di urutan 
ke-16 dunia tetapi berdasarkan Indeks Pembangunan 
Manusia Indonesia berada di urutan ke-121 dari 187 
negara (UNDP 2013). 2. pengabaian terhadap hak-
hak dasar anak perempuan yang terputus karena 
menikah sebelum umur 15-18 tahun akan berpotensi 
mempertinggi angka kematian ibu (359/100.000 
kelahiran), angka kematian bayi (32/1000 kelahiran), 
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melahirkan bayi malanutrisi (4,5 juta/tahun) yang 
menyebabkan “generasi hilang” bagi bangsa di masa 
depan. Atau memiskinkan anak perempuan dan 
merendahkannya karena berpotensi menjadi anak 
yang dilacurkan, dijadikan budak, atau pengedar 
narkoba dalam perdagangan manusia. 3. inkonsistensi 
hukum karena tidak sejalan dengan berbagai 
instrumen hukum perlindungan anak, di antaranya 
Konvensi Hak Anak (ratifikasi melalui Keppres No 
36/1990), UU No 35/2014 terkait Perlindungan Anak, 
Konvensi CEDAW (ratifikasi melalui UU No 7/1984), 
dan UU No 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga. 4. gambaran tentang hakim 
Indonesia yang menikmati zona nyaman sebagai 
corong undang-undang karena memperlakukan teks 
hukum tanpa nalar dan nurani, sekalipun dengan 
taruhan hajat hidup orang banyak. Hakim 
mengabaikan pendapat pemohon dengan dukungan 
keahlian yang didasarkan pada sejumlah hasil 
penelitian dan kajian akademis. 5. hakim MK 
melemparkan tanggung jawab moral kepada DPR 
dengan menganjurkan revisi UU Perkawinan. 
Padahal, hakim punya otonomi penuh sebagai 
secondary legislature mendorong perubahan 
masyarakat ke arah kebaikan. Hakim menyia-nyiakan 
kesempatan emas menjadikan putusannya sebagai 
alat rekayasa sosial, cita-cita mulia pendiri bangsa. 
Putusan MK ini kemudian memperparah 
meningkatnya jumlah pernikahan anak di Indonesia.

Menurut UU Perkawinan 1974, usia hukum 
minimum pernikahan untuk anak perempuan adalah 
16 tahun dengan izin orang tua. Dalam pernikahan 
kontrak di Puncak, Jawa Barat, Arivia menemukan 
bahwa hampir separuh anak-anak perempuan 
diperbudak seksual dalam akta kawin-kontrak 
(Arivia & Gina, 2015 di Jurnal Perempuan 84). Jumlah 
ini mengkhawatirkan sekali. Jawa Barat merupakan 
provinsi tertinggi dalam kasus AKI dan trafficking. 
Mengapa Jawa Barat? Jawa Barat dan Kalimantan 
Barat adalah dua provinsi utama tempat asal 
perdagangan manusia di Indonesia. Sementara 
Kepulauan Riau dan Jakarta adalah tujuan utama dan 
zona transit. Anak-anak yang diperdagangkan untuk 
tujuan eksploitasi seksual komersial, seperti pekerja 
rumah tangga, pengantin-anak, dan pekerja anak, 
sering dikirim untuk bekerja di lingkungan yang 
berbahaya: seperti di perkebunan, sementara bayi 
yang diperdagangkan untuk diadopsi ilegal dan 
diambil organnya. Anak-anak ini berisiko 
ditinggalkan, diabaikan, dan diperdagangkan (Briant, 
2005 dalam Silva Leander, Annika, Laporan Anak-anak 

dan Migrasi untuk UNICEF Indonesia, 2009). Dari 
penelitian Briant dan Arivia dikonfirmasi bahwa 
anak perempuan merupakan korban yang paling 
rentan dari perdagangan dan pernikahan anak. 
Temuan penelitian lain menunjukkan bahwa Jawa 
Barat menempati rangking pertama dalam korban 
trafficking menggantikan Jawa Timur sejak 2013 
(Atwar Bajari di Penelitian Humaniora dan Ilmu Sosial 
Vol.3, No.5, 2013). Selama ini kabupaten dan kota di 
Jawa Barat yang menjadi pemasok terbesar 
perempuan pekerja migran serta pengantin anak 
perempuan untuk pernikahan anak datang dari 
beberapa kantung daerah seperti Sukabumi, 
Indramayu, Cirebon, Bandung, dan Cianjur. Jurnal 
Perempuan meneliti secara khusus kabupaten 
Sukabumi karena tercatat memiliki angka tertinggi 
AKI dan trafficking.

Penolakan atas pendidikan SRHR (sexual and 
reproductive health and rights) dalam kurikulum 
Indonesia telah meningkatkan jumlah pernikahan 
anak karena kemudian seksualitas dan kesehatan 
reproduksi menjadi tabu besar. Mendidik anak 
perempuan remaja telah menjadi faktor penting 
dalam meningkatkan usia perkawinan di Indonesia. 
Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan 
kampanye SRHR untuk mengakhiri pernikahan anak. 
Ditabukannya pendidikan SRHR terutama 
disebabkan oleh naiknya fundamentalisme agama, 
yaitu diyakini bahwa pernikahan anak dilakukan 
untuk menghindari fitna dan zina—maka dari itu 
anak-anak perempuan harus segera dinikahkan 
meskipun mereka belum lulus sekolah sekali pun 
(Candraningrum, 2013: 83-84 berjudul Negotiating 
Veiling: Politics and Sexuality in Contemporary 
Indonesia). 

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 
pasal 7 memperbolehkan batas usia mininal 
perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Batas 
usia ini amat bertentangan dengan status hak anak 
dalam konvensi hak anak yang telah diratifikasi di 
Indonesia. Penolakan MK atas permohonan Judicial 
Review yang diajukan oleh masyarakat sipil tahun 
2015 kepada Mahkamah Konstitusi untuk menaikkan 
batas usia perkawinan menjadi 18 tahun bagi anak 
perempuan tidak dikabulkan dengan argumentasi 
interpretasi agama amat mengecewakan publik. 
Penolakan ini adalah bukti adanya inkonsistensi 
hukum dengan berbagai instrumen internasional dan 
nasional yang sudah ada dan tidak berpihak pada 
anak (the best interest of children). Sementara Indonesia 
memiliki komitmen nasional dan internasional yang 
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harus dijalankan untuk melakukan pencegahan dan 
penghapusan pernikahan anak, yaitu Undang-
undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
UU No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, 
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga. Di tingkat Internasional pemerintah 
Indonesia juga terikat Konvensi Hak Anak (diratifikasi 
melalui Keputusan Presiden No. 36/1990), Konvensi 
CEDAW (diratifikasi melalui Undang-undang No. 7 
tahun 1984), Kovenan Internasional mengenai Hak 
Sipil dan Politik (diratifikasi melalui Undang-undang 
No. 12 tahun 2005), Kovenan Internasional mengenai 
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (diratifikasi melalui 
Undang-undang No. 11 Tahun 2005). Selanjutnya 
pemerintah juga terikat pada tujuan kelima (berisi 9 
target) agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 
atau Tujuan Pembangungan Berkelanjutan 2015-2030 
yakni mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan 
seluruh perempuan dan anak perempuan, secara 
spesifik dalam Target 5.3 disebutkan target untuk 

menghilangkan segala praktek-praktek berbahaya 
seperti pernikahan anak, pernikahan paksa, serta 
khitan perempuan.

Pada edisi ini Jurnal Perempuan 88 mengulas 
pelbagai matra kajian dengan basis riset berikut ini: 1) 
Apa dan bagaimana anak-anak perempuan dapat 
berada dalam pernikahan anak? Perkawinan anak 
diantaranya terjadi karena  orang tua melepaskan diri 
dari beban memelihara anak karena kemiskinan; 
penafsiran agama yang patriarkis; dan hidup 
suburnya budaya filial piety (patuh, tunduk kepada 
orang tua dan anggota yang lebih tua dalam 
keluarga);   serta ketiadaan pemahaman soal 
kesehatan reproduksi perempuan. 2) Bagaimana 
nasib anak perempuan dalam pernikahan anak di 
Indonesia? Bagaimana praktiknya? Adakah 
perlindungan hukum jika terjadi KDRT? Adakah 
perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran hak 
anak? Bagaimana dengan Konvensi Hak Anak? 3) 
Bagaimana mengakhiri pernikahan anak? Advokasi 
dan rekomendasi kebijakan seperti apa yang 
dibutuhkan dalam mengatasi hal tersebut?

Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?
Status of Girls in Child-MarriageDewi Candraningrum
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Kata & Makna / Words & Meanings

Pembebasan Anak (Children’s Liberation)

Kalangan feminis sudah sejak awalnya dalam 
gerakan pembebasan perempuan (women’s liberation 
movement) menempatkan anak-anak, yang selalu 
berkaitan dengan perempuan, sebagai kelas yang 
tertindas. Adapun sebagai konsep dasarnya terkenal 
dengan slogan, “Anak-anak adalah Manusia” 
(Children are People). Sementara itu berbagai organisasi 
dan publikasi mempromosikan ide atau pemikiran 
bahwa anak-anak bukanlah property orang tua 
mereka, tapi memiliki hak atas diri mereka sendiri. 
Seorang feminis kelahiran Kanada, Shulamith 
Firestone (1970), yang juga dikenal sebagai tokoh 
sentral dalam perkembangan awal dari feminisme 
radikal, melihat bahwa penindasan pada masa anak-
anak adalah model dari penindasan kepada 
perempuan pada umumnya. Dalam bukunya, The 
Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution (1970), 
Shulamith memiliki pemikiran radikal dan sekaligus 
kontroversial saat dia mengatakan bahwa 
pelembagaan masa anak-anak adalah konstruksi 
sosial (baca: konstruksi yang dibuat oleh laki-laki). 
Karenanya, jika tujuannya untuk membebaskan 
anak-anak maka pelembagaan tersebut harus 
dihapuskan. 

Di masa lalu, masih menurutnya, perempuan 
dikonstruksikan sebagai pihak yang lemah serta tak 
berdaya, dan karenanya membutuhkan perlindungan 
dari laki-laki. Atas dasar itu kemudian konstruksi 
sosial diciptakan dan dikokohkan dengan 

menempatkan perempuan sebagai pihak yang berada 
dalam ranah privat semata dan laki-laki berkiprah di 
ranah publik. Dengan logika yang sama, dunia anak-
anak juga dikonstruksikan seperti itu sehingga 
dengan mudah anak-anak menjadi pihak yang harus 
diawasi, dilindungi, dibatasi yang pada gilirannya 
jatuh bersamaan dengan usaha-usaha untuk 
mengeksploitasi, menindas, memperdagangkan dan 
bahkan memperkosa dan membunuhnya. Pemikiran 
Shulamith ini dalam kenyataannya memang tidak 
banyak diikuti kalangan orang tua meski pada saat 
itu menimbulkan perdebatan yang mengemuka, dan 
bahkan banyak menjadi kajian atau studi di dunia 
universitas dan lembaga-lembaga penelitian, 
termasuk juga muncul dalam media massa.

Otonomi seksual perempuan (Female sexual 
autonomy)

Hak perempuan untuk mengontrol atau 
menguasai seksualitas dirinya sendiri adalah salah 
satu isu yang penting bagi kalangan feminis pada 
umumnya. Sebut saja nama Catharine MacKinnon, 
seorang ahli teori legal feminis, aktivis, dan juga 
professor hukum di Universitas Michigan. Ia pernah 
mengatakan bahwa perempuan pada umumnya 
tidak memiliki, atau sedikit sekali memiliki otoritas 
atau kontrol atas tubuhnya sendiri. Sementara itu, 
sebagai sisi baliknya, seksualitas perempuan secara 
umum dikontrol dan ditentukan oleh laki-laki dalam 
masyarakat patriarkal. Kalangan feminis umumnya 
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sepakat, sebagaimana dirujuk oleh Rohana Ariffin dari 
Women’s Crisis Centre, Penang, Malaysia, jika terjadi 
kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki maka ini 
sangat berkaitan atau berakar pada ideologi privilese 
(entitlement) seksual laki-laki, dan sebagai turunannya, 
sistem ini memberikan sangat sedikit pilihan yang 
absah bagi perempuan untuk menolak dorongan 
seksual tersebut.

Dalam banyak kebudayaan atau adat istiadat, 
banyak laki-laki yang tidak meyakini atau tidak 
percaya bahwa perempuan memiliki hak untuk 
menolak keinginan seksual laki-laki atau mempunyai 
kemampuan untuk memutuskan secara otonom 
dalam kaitannya dengan aktivitas seksual. Kalangan 
feminis sendiri pada umumnya, dengan berbagai 
argumennya, melihat kebanyakan budaya didominasi 
keyakinan atau ideologi yang sebagian besar 
menyangkal bahwa perempuan memiliki hak untuk 
memutuskan bagaimana mengekspresikan 
seksualitas mereka. Sementara itu, laki-laki dalam 
masyarakat patriarkal merasa memiliki hak istimewa 
untuk mengartikan dan mengejawantahkan seks 
sesuai dengan pandangan, kemauan maupun 
tindakan mereka sendiri. Memang hak istimewa itu 
sendiri memiliki berbagai bentuk dan sangat 
tergantung pada budaya masyarakat itu sendiri. 
Sebagaimana dicatat oleh Jewkes R, Abrahams N (2002), 
dalam budaya yang konservatif dan keagamaan 
tertentu, pernikahan dilihat sebagai institusi yang 
mewajibkan seorang istri harus siap atau bersedia 
setiap saat, apapun keadaannya, untuk melayani 
hubungan seksual suami apabila diminta. Ini artinya, 
sebagai konsekuensinya, memaksa atau menekan 
istri untuk melakukan hubungan seksual tidak akan 
dipandang sebagai suatu tindakan kriminal atau 
perilaku yang kejam, nista atau kasar. Sementara itu, 
dalam budaya yang lebih liberal, hak-hak istimewa 
tersebut muncul dalam bentuk seksualisasi budaya. 
Ini mengejawantah misalnya dalam objektifikasi 
seksual perempuan seperti dalam pornografi dan 
bentuk-bentuk entertainment seksual yang 
menciptakan suatu fantasi bahwa seluruh keberadaan 
perempuan hanya semata-mata untuk kesenangan 
atau kenikmatan laki-laki. Sementara itu perempuan 

sendiri harus selalu siap atau bersedia dalam aktivitas 
seksual dengan setiap laki-laki di bawah syarat-syarat 
dan ketentuan laki-laki. 

Budaya Perkosaan (Rape Culture)

Kalangan feminis, khususnya yang berada dalam 
dunia kampus, secara serius mengkaji secara 
sosiologis budaya perkosaan. Namun sejauh ini, 
meski umumnya mereka sepakat adanya budaya 
perkosaan dalam masyarakat tertentu, tapi belum 
ada kesepakatan yang tuntas (atau mungkin memang 
tidak akan pernah) atas apa yang dimaksud dengan 
budaya perkosaan, dan apakah dalam setiap 
masyarakat tertentu sesuai dengan kriteria atas apa 
yang dimaksud dengan budaya perkosaan. Secara 
umum budaya perkosaan diartikan sebagai suatu 
konsep untuk menggambarkan suatu budaya di 
mana perkosaan dan kekerasan seksual adalah suatu 
hal yang biasa atau lazim, dan dimana sikap, perilaku 
dan norma-norma masyarakat, dan bahkan media 
massa acapkali memandang normal, memaklumi, 
dan bahkan memaafkan adanya perkosaan dan  
kekerasan seksual. Ini artinya, apa yang menimpa 
kalangan perempuan, gadis dan anak-anak akibat 
kekerasan seksual dan perkosaan masih dilihat 
sebagai kejahatan biasa sebagaimana kejahatan 
seperti perampokan, penipuan dan sejenisnya. 
Meskipun laki-laki ada juga yang menjadi korban 
perkosaan seperti umumnya terjadi dalam rumah 
tahanan atau penjara (prison rape).

Dalam berbagai studi yang ada, dengan berbagai 
argumennya, budaya perkosaan ternyata sangat 
berkaitan dengan perilaku dan faktor-faktor sosial 
lainnya. Mitos tentang perkosaan, menyalahkan 
korban, dan meremehkan perkosaan memiliki kaitan 
secara positif dengan rasisme, seksisme, homophobia, 
intoleran dalam beragama, dan bentuk-bentuk 
lainnya dari diskriminasi.

Sumber: Allison C. Aosved and Patricia J. Long (28 November 
2006). “Co-occurrence of Rape Myth Acceptance, Sexism, Racism, 
Homophobia, Ageism, Classism, and Religious Intolerance”. Sex 
Roles 55 (7-8); Lisa Tuttle, Encyclopedia of Feminism (1986).
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